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PERATUITAN DAERAI I  PROPINSI  BAN'T I IN
NOJ\ , l0 l t  :  4 I  

' t ' n  
i l  UN 2002

TENTANG

PtrNGURUSAN TIUTAN

DENGAN RAFIIVIAT TUI{AN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

: a. bahwa huran sebagai karunia dan amanah dari 'fuhan yang Maha
Esa yang dianugerahkan kepada manusia merupakan kekayaan
alam yang t idak terni lai  harganya, karcnanya rvaj ib disyukuri,
diurus, dimanfaatkan dan di jaga kelestarianr)ya;

b, bahwa bcrdasarkan perl imbangan sebagaimana dirnaksud pada
huruf a di atas, perlu menetapkan peiaruran Daerah propinsi
Banten tentang Pengurusan Hutan.

fi

:  l .  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 renrang Konser 'as i
Sumber Daya Alam Hayati  dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lcnrbaran Negara Nomor
34  I  9 ) ;

2 . Undang-undang Nomor 24 Tahun lgg2
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor I
Negara Nomor 3 501 ) ;

tentang Penataan Ruang
15, Tanrbahan Lembaran

Pemerintahan
60, Tambahan

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun lggT tenrang pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3ga3);

4 . Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 rentang
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
Lernbaran Negara Nomor 3839) ;

5, Undang-undang Nomor 4r rahun I 999 tenrang Kehutanan
(Lenrbaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tanrbahan Lembaran
Negara Nomor 3888) ;

6 .

1

8 .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tenrang pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor lg2.
Tambahan Lembaran Negara Nomor a0l0);

Peraturan Penrerintah Nomor 28 Tahun l9g5 tentang
Perl indungan l- lutan (Lembaran Negara Tahun l9g5 Nomo, 39,
Tanrbahan Lembaran Negara Nomor 329il;

Peraturan Pemerintah Nomor l8 
' fahun 

lgg4 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di zona pemanfaatan Taman
Nasionai, Taman Hutan Raya, ' l 'aman 

wisata AIam (Lembaran
Negara l 'ahun I994 Nomor 25, Tambahan Lenrbaran Negara
Nomor  3550) ;



9.  Peraturan Penrcr in tah Nornor  68 Tahun 1998 rcntang Karvasan
suaka ;\ larn dan Karvasan Pclestarian Alanr ( l-embaran Negara
Tairun 1998 Nornor  132,  Tarnbahan I -cmLraran Negara Nomor
3 7 7  6 ) ;

10.  Peraturan Perncr in tah Nonror  25 J 'ahr :n 2000 tentang
Kewcnrrngan Pe nrcr in tah dan Kervenlngan [ t rop ins i  sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Ncgara Tahun 2000 Nomor 54,
TamLahan Lembaran Negara Nomor 3952) ,

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tcntang Tata Hutarr
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan
Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Tahun 2002 Non':or 66, Tambahan Lcmbararr Ncgara Nomor
a026) ;

12, Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 l 'ahun 2002
tentang Tata Cara Pcmbentukan dan 

' l 'eknik 
Penyusunan

Pcraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nonror 4, Seri
) <  I '

13. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor l9 tahun 2002 tentang
Pembentukan Susunan organisasi rata Kerja Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Propinsi Banren (Lembaran Daerah Tahun 2002
Nomor 20,  Ser i  D) ;

14, Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang
Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Banten z00z 2017
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37, Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI I  I 'ROPINSI  BANTEN

Menetapkan

jvlDi\{ UTUSI(AN :

PERATURAN DAERAI-I PROPINSI
PENGUI{USAN HUTAN

BANTEN TENTANG

BAB I

I(E]'ENTUAN UMUIVI

Pasal  I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
l .  Daerah adalah Propins i  Banten;

2. Penterintah Daerah adalai i  Gubcrnur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai  Badan I lksckut i f  Dacrah;

3.  Gubernur  adalah Gubernur  Banten;
4.  Propins i  adalah Propins i  Banten;

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wi layair Propinsi Banten;
6,  Bupat i /Wal ikota adalah Bupat i /Wal ikota d i  wi layah Propins i  Banren;
1. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banren;
8, Kepala Dinas adalair Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten;



g. Peraturart Daerah adalah Peraturan Dacrah Propinsi Banten;

10.  UpT adalah Uni t  Pelaksana Tcknis  Departcnrcn Kehutanan i 'ang w' i la1 'ah ker janya

berada d i  Propins i  Banten;

I 1. Kehutanan adalah sistcm pengurusan yang bersangkut paut dengatt htt tan, ka$'asatt

hutan dan hasi l  hutan yang diselenggarakan sccara terpadu;

12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistcm berupa hamparan lahan berisi  surnber daya alani

hayat i  yang d idominasi  pepohonan dalam persekutuan a lam l ingkurrgann) 'a ,  yang satu

dengan lainnya t idak dapat dipisahkan;

13. Ekosistem adalah tatanan unsur l ingkungan hidup yang nrerupakan kcsatuan utult ,

menyeluruh dan sal ing mempcngaruhi dalam membcntuk keseintbangan, stabi l i tas dan

produkti f i  tas l ingkungan hiduP;

14. Hutan Produksi adalah karvasan hutan yang nrempunl 'ai furrgsi pokok rnemproduksi

hasi l  hutan;

I  5 .  Hutan L i ldung adalah kaivasan hutan vang tnempun) 'ar  fungsi  pokok sebagai

per l indungan s is tem pen) ,angga kehidupan untuk mengatur  ta ta a i r ,  mcncegah banj i r ,

mengendalikan erosi,  mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;

i6. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan cir i  khas tertentu, yang mempunyai

fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

17. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistenr pcngclolaan hutan yang

bertujual untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa nlenggarlgu fungsi

pokoknya;

18. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada lahan yang dibebani hak atas tanah dapat

berupa sert i f ikat hak mil ik, hak guna usaha dan hak pakai;

19. Kawasan l{utan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh

Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

20, Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan cir i  kiras tertentu yang

nrempunyai fungsi pokok perl indungan sist im penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari  sumbct'

daya alam hayati  dan ekosistemnYa;

21,  Hasi l  l - lu tan adalah benda-benda hayat i ,  non hayat i  dan turunannya ser ta jasa yang

berasal dari  hutan;

22. pengurusan Hutan adalah upaya untuk menrperoleh rnanfaat ,Yang sebesar-besarnya

serta serba guna dan lestari  untuk kemakmuran rakyat;

23.  Lahan Kr i t is  adalah lahan yang keadaan f is iknya sedemik ian rupa sehingga lahar t

tersebut t idak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media

produksi maupun sebagai rnedia tata air;

24. Rehabil i tasi Lahan adalah usaha memperbaiki,  memulihltan kembali  dan meningkatkan

kondisi iahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unstrr

produksi,  media pengatur tata air,  maupun sebagai unsur perl indungan alam dan

lingkungannYa;

25, Rehabil i tasi Hutan adalah upaya pemulihan dan pengembalian fungsi sumber daya

hutan agar mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan;

26.  Reboisasi  adalah kegiatan rehabi l i tas i  lahan dengan pcnanan' ran pohon-pohonat t  d i

dalanr  kawasan l tu tan Negara;

27,penghi jauan adalah kegiatan rehabi l i tas i  lahan dengan penanarnan pol ton-pohonan d i

luar kalvasatt hutan negara;

28.  pemungutap i ras i l  hutan adalah kegiatan untuk rnet tganib i l  kayu dan hasi l  hutan la in t t i 'a

dengan t idak merubah fungsi hutan;

29.  pohop serba gula adalah tanarnan yang bcr lnanfaat  ganda,  d isanrp ing kayunya,  juga

hasi l  la in l 'a  seper t i  br te l t ,  b i j i ,  gctah,  daun dan kul i tnya;



30. Daerah Al i ran Sungai  yang selanjutnya disebut DAS adalai t  suatu dacrah tertentu yar lg

bentuk  dan s i fa t  a la rnnya sedemik ian  rupa,  seh ingga nrc rupakan kesatuan dengan

sunga i  dan anak-anak  sunga inya  yang mela lu i  daerah te rsebut  da lanr  fungs inya  un tuk

menampung a i r  yang bcrasa l  dar i  curah  hu jan  dan sumbcr  a i r  la rnnya c la t t  kenrud ian

menga l i rkannya mc la lu i  sunga i  L l tamanya (s ing le  Out le t ) ,

31 .  Pemangku Karvasan ada lah  Badan Usaha Mi l i k  Negara  dan a tau  p ihak  la innya yang

d iber ikan  kcu ,enangan sesua i  c !engan ke ten tuan pcrundang-unJ : rngan ) 'ang  ber laku

untuk  nre laksanakan pcngc lo laan hu tan  d i  rv i layah kcr jany 'a ;

32 ,  BUMN ada lah  Badan Usaha N4 i l i k  Ncgara  b idang kchutanan ) 'ang  rv i layah ker jan l 'a

berada d i  Prop ins i  Banten ,

33 .  Perencanaan kehutanan ada la i r  keg ia tan  un tuk  mernber ikar t  pedontan  dan ara l t  bag i

Pemer in tah  Prop ins i ,  Kabupaten /Kota ,  n rasyarakat ,  pe laku  usaha,  lenrbaga pro fcs i ,  yang

menruat  s t ra teg i  dan keb i jakan kchutanan un tuk  nren janr in  tc rcapa inya  tu juan
penyelenggaraan kehutanan ;

34 .  Menter i  ada lah  Menter i  ) 'ang  d isc ra i r i  tugas  dan bcr ranggung jawab d i  b idang

kehutanan.

R A B  I I

I1 ,U. . \NG LINGI(UI '

Pasal  2

(l)  Pengurusan hutan di Daerah bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

(2)  Pengurusan hutan sebagairnana d i rnaksud dalam ayat  ( l )  pasal  in i ,  n tc l iput i  kegiatan :

a. perencanaan kehutanan;
h  n e n o e l n l a e n  h r r t a n 'v .  y v r r 6 v r v r q q r l r r q r s r t

n nenel i t ian dan pengembangan, pendidikan dan lat ihan, serta penyuluhan kehutanan;v ,  
l J v l l v r l  

r r q r r

d. pengawasan.

BAB I I I

PERENCANAAN KEHUTANAN

Bag ian  Kcsa tu

U m u m

Pasal 3

1l \  Pprcn.znnin kehutanan bertujuan mewujucikan pengurusan hutan yapg efekt i f  dan
\  

r  /  r  v r v r l v q r . s q r r

efisien untuk mencapai nranfaat fungsi hutan yang optimal dan lestari .

(2 )  Pc renca l tann  schraga in rana  d i rnaks r rd  da lanr  nyn l  ( l )  p ; rs r l  i r t i ,  t t t c l i p t r t i  kcg ia tan  .

a,  Inventar isas i  hutan;
l l ,  I t c r  t g t r l t t r l  t r r t  t  l i  t t w r t r t r t t  I  r t  t i t r t t  ;

c. Penatagunaan kawasan hutan;

d. Pembentukan rvi layah pengelolaan hutan;

e. Penyusunan rencana kehutatran.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksuci dalam ayat (2) pasal ini ,  didukung peta keltutanan dart
atau data numerik.



IJagian I (edua

Invcntar isas i  I ' Iu tan

Pasal 4

( l)  inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) iruruf a Peraturarr
Daerah ini,  di laksanakan untuk mengetahui dan rnemperoleh data dan informasi tentang
status dan keadaan f isik hutan, f lora, fauna dan ekosistemnya.

(2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l)  pasal ini ,  terdir i  dari  :
a. Inventarisasi irutan t ingkat wi layah;

b. Inventarisasi hutan t ingkat Daerah Aliran Sungai;

c. Inventarisasi hutan t ingkat unit  pcngelolaan.

(3)  I r rventar isas i  hutan sebagairnana d imaksud dalam ayat  (2)  pasal  in i ,  rcrc l i r i  dar i  :
a ,  T ingkat  wi layah mempunyai  cakupan areal  hutan d i  Propins i :
b ,  T ingkat  Daerah Al i ran $ 'noai  , ' . ' r ' . ' " ' ,n 'nr7ni  cakupan areal  hutan pada Daerah Al i ran

Sungai ;

c .  T ingkat  uni t  pengelo laan ntempunyai  cakupan areal  hutan pada uni t  pengelo laan
hutan.

(4)  Inventar isas i  l tu tan scbagainrana d imaksud dalarn 0) 'a t  (  I  )  pasal  in i ,  d i laksanakan
terhadap hutan negara dan hutan rakyat ,

Pasal  5

Gubernur  nrenetapkan pedoman invcntar isas i  hutan berdasrrkan kr i ter ia  c lan standar '
i r rventar isas i  yang d i te tapkan o lch lv{enter i .

Pasal  6

( l  )  Gubernl r r  n ' lenyelenggarakan invcniar isas i  hutan t ingkat  Propins i

(2 )  Inven ta r i sas i  hu tan  t i ngka t  P rop ins i  d i l aksanakan  rn in i rna l  sa ru  ka l i  da r la rn  5  ( l i n ra )
tahun,

Pasal  7

( l )  Inventar isas i  hutan t ingkat  DAS yang wi layahnya mel iput i  l in tas Kabuparen/Kota
diselenggarakan olch Gubernur.

(2)  Inventar isas i  l tu tan t ingkat  DAS sebagaimana d i rnaksud dalanr  ayar  ( l )  pasal  in i ,
sebagai bahan penyusLlnan rencana pengelolaan DAS.

(3 )  Inven ta r i sas i  h t t tan  t i ngka t  DAS d i laksanakan  rn in in ra l  sa tu  ka l ida la rn  5  ( l i n ra )  ra f iun .

Pasal 8
- ( l)  InVentarisasi hutan t ingkat unit  pengelolaan dimaksudkan scbagai bahan dalarn

penyusunan rencana pengelolaan unit yang bcrsangkutan.

(2)  inventar isas i  hutan t ingkat  uni t  pcngelo laan d i laksanakan o leh penge lo la

(3)  Inventar isas i  hutan t ingkat  uni t  pengclo laan d i laksanakan nr in imal  saru kal i  da lam 5
( l ima) tahun.

(4) Inventarisasi hutan untuk nenyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional
di laksanakan setiap tahun.



Bagian Ket iga

Pcngu l<uhan  l (a rvasnn  I Iu tan

Pasal 9
( l)  Hasi l  inventarisasi hutan dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan untukmemberikan kepastian hukum mengenai st i tus, fungsi, i -etak, batas dan luas kawasanhutan berdasarkan Rencana Tata Ruing Wilayah.
(2)  Pengukuhan kawasan hutan sebagainrana d inraksud dalar l  ayat  ( l )  pasal  i ' i ,  d i lak 'kanl r

mela lu l  tanapan proses  :

a.  Penunjukan karvasan hutan;

b.  Penataan batas karvasan hutan:
c.  Pemetaan kawasan hutan;

d .  Penetapan kawasan hu tan .

Pasa l  I  0

( l )  Penun jukan kawasan hu tan  sebaga imana d imaksud da lanr  pasa l  g  a .ya t  (2 )  huru f  a
Pera turan  Daerah in i  d i laksanakan sebaga i  pers iapan pengukuhan ,u i toyo t i  te r ten tu
menjadi  karvasan hutan.

(2 )  Gubernur  n lc laksanakan pcnun jukan ba tas  kaw'asan hurap produks i  dan Sutant '  I

l l n o u n q .

(3 )  Guber ; "  aon pcnrangku karvasan n te laksanakan pepgan ianan 6a tas  karvasan hu tan
produks i  dan hu tan  l indun ' t .

Pasa l  I  I

( l )  Penataar t  ba tas  karvasan l tu tan  scbaga imana d i rnaksud pada I rasa !  9  ay ,a t  (2 )  huru f ' t r
Pera turan  Daerah in i ,  c j i l aksanakan bcrdasarkan Pcnun jukan Ka, , r ,asan I Iu tan .

(2 )  Gubernur  n lenyusun Pec!o t t ta r t  Pcnye lcnggaraan Tata  Baras  I Iu r . r r r ,  r : kons t^ rks i  c ja '
penataan ba tas  ka* ,asan r ru tan  produks i  dan hu tan  l inc lung.

(3) Untuk melaksanakan penataan batas kawasan hutan, Cubenrur me rnbcntuk pani t ia Tata
Batas  se te lah  berkoord inas i  dengan Bupat i /wa l i kora .

(4) FIasi l  pelaksanaan Tata Batas kaw'asan hutan di tuangkan dalam peta Tata Batas
Kawasan Flutan dan Ber i ta Acara Tata Batas.

Pasa l  I  2

I)enretaan kawasan hutan di lakukan rnelalui  proses pcmbuatan peta :
a, penunjukan kawasan irutan;

b. rencana trayek batas;

c.  pemancangan patok batas sententara;
d, penataan batas kawasan hutan;
e penetapan kawasan hutan.

Bagian I (eempat

Pena tagunaan I (arvasan Hutan

Pasal i  3

( i)  Menteri  rr".enetapkan kawasan hutan, fungsi dan penggunaan kawasan hutan aras
rekomendasi Gubernur.



(2) Gubernur nlengusulkan perubairan peruntukan, fungsi dan status karvasan hgtan kepada
Menteri  seteiah berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Dervan Perwakilan
Rakvat Dacrah.

Brg i : rn  l ( c l i rn : t

I ' c n r b c n t u t < a n  W i l a y a h  P c n g c l o l a a n  I I u t a n

Pasal  l4

/  I  \  ( l r  r h p r r . , , t  r r 1 /\ r /  . . ,uueurur  r r r€oluSUr Pedoman Penyelenggaraan Pembentukan Wi layah Pengelo laan
Hutan.

(2) Pembentukan rvi layah pengelolaan hutan di laksanakan untuk t ingkat :
e  P r n n i n  c i  's .  ^  r v _ H r r ^ J r ,

b. Kabupaten/Kota;

c .  Un i t  Penge lo laan.

Pasa l  I  5

(  l )  Pemangkt r  kawasan rne  r ,y l l sLrn  pembentukan rv i layah pcngc lo laan hu tan  t ingkat
un i t  pengc lo laan dan n lenyanrpa ikan has i lnya  kepada Gubernur .

(2 )  Pembentukan rv i layah penge lo laan hu tan  t ingkat  un i t  penge lo laa l  d i laksanakan
dengan memper t imbangkan karak tc r is t i k  lahan,  t ipe  hu tan ,  fungs i  hu tan ,  kond is i
daerah a l i ran  sunga i ,  sos ia l  budaya,  ekonomi ,  ke lembagaan masyarakat  se tempat
te rmasuk masyarakat  hukum adat  dan ba tas  admin is t ras i  penrer in tahan.

(3 )  Gubernur  mentper tahar t l ^ :an  kccukupan luas  karvasan hu tan  dan penutupan hu tan
I t n t u k  d a c r a h  a l i r a n  s u n g r i  t l a n  a t a u  l l u l a u ,  g u n a  o p t i m a l i s a s i  r r r r n f a a l  l i n g k u n g a n ,
manfaat  sos ia l ,  dan nran f t ra t  ekononr i  masyarakat  se ternpat .

(4 )  Luas  karvasan hu tan  prop ins i  ) 'ang  harus  d iper tahankan sebaga imana d isebutkan
pada ayat  (3 )  pasa i  in i  m in i rna l  i0  9 'o  ( t iga  pu luh  persen)  da i i  iuas  Daerah A l i ran
Sunga i  dan a tau  pu lau  dcngan sebaran ) ,ang propors iona l ,

(5 )  Gubernur  mentbcr ikan  rckor t tc r tc jas i  t c rhadap pcnyed iaan arca l  un tuk  keper luan nop-
kehutanan berdasarkan Pcne l i t ian ' fc rnadu,

I l : r g i : t n  I ( c c n n n r

I ' c n v u s u n : l n  I t c n c a n i r  I t c h  u t a n n l r

l ) ; rsa l  l6

( l )  Rencana kehutanan mc l ipu t i  Rencana Kchutanan f  ingkat  l ) rop ins i ,  Rcncana Kchutana l l
T ingkat  Kabupaten /Kota ,  dan Rencanr  Kehutanan Un i t  Pengc lo la rn .

(2 )  Rencana kehr " r tanar t  scbaga inrana d imaksud da lam ayat  ( l )  d isusun scbaga i  ber iku t :

a.  Rencana kehutanan t i r rg l<at propinsi  d isusun dengan bcrpcdornan pada rencana
kehutanan t ingl lat  nasional  dan rencana pembangunan propinsi ;

b.  Rencana kehutanan t ingkat Kabupaten/Kota disusun dengan n' lengacu pada rencana
kehutanan t ingkat propinsi  dan rencana pembangunan Kabupaten/Kota;

c.  Rencana kehutanan uni t  pengelolaan disusun dengan mengacu pada rencana
kehutanan t ingkat Kabupaten/Kota dan atau rencana kehutanan t ingkat propinsi .



L}.,\I} IV

PENGEI,OLi \AN I IU ' | , \N

Rag i ln  l ( cs : r tu

Pasal I  7

Perrgelo laan l tu tan sebagainrana d i r t taksud pada Pasal  2 ayat  (2)  i r r r ruf  b  l )eraturan Dacrsh
in i ,  mel iput i  kegiatan :

a,  ta ta hutan dan penyusunan rcncana pcngclo laan hutan;
b, pemanfaatan hutan dan penggunaan kau'asan hutan;
c. rehabil i tasi dan reklamasi hutan;
d. perl indungan hutan dan konservasi alam.

B a g i a n  l ( c d u a

T a t a  H u t a n  d a n  P c n y u s u n a n  R e n c a n a  P e n g c l o l a a n  l l u t a n

Pasal I  8

(1) Pemangku kawasan wajib melaksanakan kegiatan tata
pengelolaan pada kawasan hutan yang dikelolanya.

hutan t ingkat unit

(2) Berdasarkatt hasi i  tata hutan, penrangku kawasan nrcnyusun rcncana pengelolaarr
hutan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Propinsi,  memperhatikan
aspirasi,  part isipasi dan ni lai  budaya masyarakat serla kondisi l ingkungan.

(J )  Rcr rcann  Pcngc lo lnn t t  I l t t t n r t  scb i tgn in tnn i l  c l i n r i r ks r r r l  t l i r l l n r  i l y i l t  (2 )  l l l s i r l  i p i ,
nre l iput i  :

a, Rencatra pengelolaan hutan jangka panjang yang memuar rencana kegiatan secara
makro tentang pedoman,  arahan sef la  dasar-dasar  pengelo laan hutan untuk mcncapai
t t t i t t a t t  pc r rgc lo laan  h t t tan  c la la r t t  j angka  tvak tu  20  (c l r ra  p r r lu l r )  ta l r t rn  r l i r r r  l i s t r s r rp  p lc l r
D i n n s ;

b. Rencana pengelolaan i tutan jangka menengah menruat rencana yang berisi
npniqharan rencana pengelo laan hutan jangka panjang dalam jangka waktu 5 ( l inra)
tahun dan d isusun o ieh Dinas;

c, Rencana pengelolaan hutan jangka pe nCek memuat rencana operasional secara detai l
yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan jangka nrcncngah dalam jangka
waktu 1 (satu) ' rahun dan d isusun o leh Dinas.

(4) Rencana Pengelolaan Hutan Propinsi sebagaimana dimaksud Calarn ayat (2) pasal ini ,
memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi,  pengendalian dan
pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan.

Pasal  I  9

( l )  Pemangku kawasan l tu tan produksi  rva j ib  menyusun rencana ker ja  tahunan dan
menyampaikannya kepada Gubcrnur dengan ternbusan Bupati /Wal ikota.

(2)  Rencana Ker jaTai runar t  sebagainrana d imaksud dalam ayat  ( l )  pasal  in i ,  d isahkan o leh
Gubernur  ata:  rekomendasi  Bupat i /Wal ikota setcnrpat  dcngan nrcmperhat ikarr
peni la ian tek, r is  Dinas.



Bag i rn  Ke t iga

Pemanfaatan FIutan dan pcnggunaan l (a* ,Asi l '  I Iu tan

Pasal  20

(l) Pemanfaatan hutan dapat di iaksanakan pacla senrua kawasan huran kecuali  pada
hutan Cagar Alam serta zona int i  dan zona r imba pada Taman Nasional.

(2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l )  pasal ini ,  di laksanakan
dengan memberikan perizinan yang meliputi  :
a. Pada Kawasan Hutan Lindung

l. Pemanfaatan Kawasan;
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
3. Pemungutan Hasi l  Hutan Bukan Kayu,

b. Pada Kawasan Hutan produksi

l. Pemanfaatan Kawasan;
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
3. Pemanfaatan Hasi l  Hutan Kayu;
4. Pemanfaatan Hasi l  Hutan Bukan Kayu;
5.  Penrungutan Hasi l  Hutan Kayu atau;
6.  Pemungutan Hasi l  Hutan Bukan Kayu,

c. Pada Kawasan Hutan Konservasi
l .  Pemanfaatan hutan pada hutan konservasi;
2. Pemanfaatan hutan pada ka',vasan pelestarian alam;
3. Taman Buru.

(3) Izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah tersendiri.

B a g i a n  I ( e e m p a t

R c h a b i l i t a s i  d a n  R c l < l a m a s i

Pasa l  2  I

/  l \  C r t h e t ^ , r t  r n\ r . i  uuu \ ' ' t r ' tu r  r r rg l l ]usuD pedonran penye lenggaraan pengurusan eros i ,  sed imentas i ,
p roduk t iv i tas  lahan pada Daerah A l i ran  Sunga i  l in tas  Kabupaten /Kota  dan
p e n y e l e r r g g a r a a n  r e h a b i l i t a s i  d a n  r e k l a m a s i  h u t a n  p r o d u k s i  d a n  h u r a n  i i n d u n g .

(2 )  Rehab i l i tas i  hu tan  dan lahan d imaksudkan un tuk  memul ihkan,  mempcr tahankan,  dar r
men ingkatkan fungs i  i tu tan  dsn  lahan,  me la lu i  pcndckatan  par l i s ipar i f  da lam rangkampnna ' -k ' ^ ' ' kan  po tens i  dan mcntbcrdayakan nrasyarakat ,  d i laksanakan pada un i tI  r  r v r  t 6 v t  r  r  v q r  r 6

p e n g e l o l a a n  D a c r a h  A l i r a n  S u n g a i .

(3 )  Set iap  orang vang memi l i k i ,  rncngc lo la  dan a tau  nrernar ) faa tkan lahan
t i d a k  p r o d u k t i f ,  r v a j i b  m c l a k s r . a k a n  r c h a b i l i t a s i  l a h a n .

(4)  Dalam pelaksanaan rehabi l i tas i  sebagain iana d imaksud dalam a) ,ar  (3)  pasal  in i ,
Gubernur  melakukan pembinaan.  

'  '  .

/ 5 )  G r t h c r n r r r  n '\ J /  v e u v , , , u ,  , , t e n y e l c n g g a r a k a n  d a r t  r : i c l a k s a n a k a n  p e n g a \ \ . a s a n  a t a s  r c h a b i l i t a s i ,
rek la rnas i  hu tan  dan la i ran  rv i lay 'a i r  p rop ins i  ) 'ang  d i laksan ikan g leh  [ ) i ' as .

( 6 )  R e k l a m a s i  h u t a n  m e l i p u t i  u s a h a  u n t u k  n i c n r p e r b a i k i  a l a u  m e n t u l i h k a n  k e m b a l i
lahan dan vegetas i  hu tan  ) 'ang  rusak  agar  dapat  ber lungs i  secar r  op t i rna l  sesua i
dengan pen ln tukkannya.

k r i t i s  a t a u



Bagian I(el ima

Per l indungan I {u tan  dan i (onservns i  A lan l

Pasal 22

(l) penyelenggaraan perl indungan dan konservasi alam bertujuan nrenjaga hutan, kawasan

hutan dan lingkungannya , agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi,

terpelihara secara optimal dan lestari.

(2) perl indungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pernegang izin

pemanfaaian kawasan, izin usalia pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan

Sasil  hutan dan izin pemungutan hasi l  hutan di laksanakan dan menjadi tanggung jawab

pemegang iz in .

(3)  pemangku kawasan ber tanggung jawab terhadap kcgiatan pcr l indungan dar t

pengamanan hutan pada kawasan hutan yang dikelolanya.

(4) Gubernur melaksanakan regulasi,  supervisi dan fasi l i tasi kegiatan perl indungan dan

pengamanan f iutan pada karvasan l intas Kabupaten/Kota,

BAB V

LARANGAN

Pasal  23

Untuk menjaga kelestar ian hutan dan I ingkungannya,  set iap orang d i larang :

a. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanda batas scrta mcrusak sarana dan

prasarana perl indungan hutan lainnya;

b. r lengerjakan dan atau menggunakan dan atau rnenduduki kau'asan hutat l  secara

sah;

c, r t rerambah karvasan hutan;

cl  ' re lakukan penebangan pohon dalam karvasan I indung dengan radi t rs atau jarak sartrpai

dengan :

_ 500 ( l ima ratus) meter dar i  tepi  rvaduk atau danau;

-  200 (dua ra tus)  meter  dar i  tep i  mata  a i r  dan kanan k i r i  sun3,a i  d i  daera l t  rawa;

-  100 (sera tus)  t l ie te r  dar i  kanan k i r i  t cp i  sunga i ;

-  50  ( l i rna  pu luh)  rne ter  dar i  kanan k i r i  tep i  anak  s r rnga i ;

-  2  (dua)  ka l i  keda lanran ju rang dar i  t cp i  ju rang;

-  130 (sera tus  t iga  pu luh)  ka l i  se l i s ih  pasang te r t ingg i  dan pasang te rcndah dar i  t cp i

pantal .

men-rbakar hutan;

menebang pohon atau mcmancn atau memungut i rasi l  hutan di  dalarn hutan tanpa

memil ik i  l tak atau iz in dar i  pcjabat yang berwenang;

t i d a k

dalanr

g menerima, nrembeli  atau nrenjual,  menerima tukar, menerima

memi l ik i  has i l  hutan yang d iketahui  a lau patut  d iduga berasal

diambil  atau dipungut secara t idak sah;

[ .  melakukan penyel id ikan umum atau ekploras i  a tau eksplo i tas i  bahan tambang

l<awasan hutan,  tanpa iz in  dar i  pe jabat  yang bcrwcnang;

i .  n rengangkut ,  menguasa i ,  a tau  mcnt i i i k i  has i l  hu tar r  yang t idak  d i l cngkap i  bcrsanta-san la

dengan s l t ra t  kc tc rangan sahnya has i l  hu tan ;

J 'nenggcn.rber lakan tcrrrak di  c ia lanr i . larvasan l tutan ) ' f ,n i l  r i iak di t t rn j t tk sccara khusus

runtuk  r laksL ld  tc rscbut  o lc I  pc jabr t  yapg bcru 'c t t lng ;

t i t ipan,  menylmpan,  atau
dar i  kawasan hutan Yang

d i



k .  membawa a la t -a la t  bera t  dan a tau  a ia t -a ia t  la innya ) 'ang  laz tn i  a tau  pa tu t  d iduga akar r

d igunakan un tuk  mengangkut  has i l  i ru tan  d i  da lam kau 'asar t  hu ian ,  l .u ' tpa  iz in  pe jabat

yang berwerrang;

l .  membawa alat-alat  yang laz- int  d igunakan untuk nrenebang, f l tc t f lo l t r t ' , ' { .  a ixu rnembelai t

pohon d i  da lam karvasan hu tan  tanpa iz in  pc jabat  1 'ang benvenang;

n l .  membuang benda-benda ) 'ang  drpa t  mcn; 'ebabkan kebakaran a tau  kerusakan ser ta
membahayakan keberadaan a tau  ke langsungan fungs i  hu tan  kc  da ian t  ka* 'asan hu tan ;

n .  menge luarkan,  membarva  dan nrcngangkut  tumbuhan dan s r tsa  l r . r r  1 'ang bcrasa l  dar i

kawasan hutan tanpa iz in pejabat y 'ang benvenang.

BAB VI

PENDIDI I (AN DAN LATI I ' IAN,  PEI IE,LITIAN DAN PENGIi \ IBr \NGAN,
SERTA PENYULUHAN KETIUTANAN

Pasal 24

(l) Sei iap perorangan atau badan hukum yang mendapat izin pernanfaatan hutan dan
pengolahan hasi l  hutan di Propinsi wajib melaksanakan pendidikan dan lat ihan teknis,
penyuluhan, peneli t ian dan pengembangan terapan dalanr bidang kehutanan.

(2) Gubernur menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelat ihan teknis,
penyuluhan, peneli t ian dan pengembangan terapan dalant bidang keirutanan.

B A B  V I I

INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PEREDARAN I IASIL I ]UTAN

Bag ian  Kcsa tu
I n d u s t r i  P e n g o l a h a n  H a s i l  I I u t a n

Pasa l  25

( l )  Pengendal iar r  industr i  pengolahan hasi l  hutan ber tu juan untuk:

a.  meningkatkan n i la i  tambah hasi l  hutan;

h nenspt. lr ' laan bahan baku secara ef isien.
(2)  Industr i  pengolahan hasi l  hutan sebagaimana d imaksud dalanr  ayat  ( l )  pasal  in i ,  tcrd i r i

dar i  :

a. Industr i  pengolahan hasi l  i rutan kayu;

b, lndustr i  pengolahan hasi l  i iutan bukan kayu.

(3)  Set iap pcndi r ian atau per luasan industr i  pengolahan hasi l  hutan rva j ib  menr i l ik i  iz in
usaha industr i  atau izin perluasan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap pemegang izin industr i  pengolahan hasi l  hutan wajib menyusun Rencana Karya
Tahunan Pemenuhan Bahan Baku, Produksi dan Pemasaran, serra wajib di laporkan
kepada Gubernur.

(5) Setiap pemegang izin pengolahan hasi l  hutan wajib merni l iki  tanda daftar industr i  dari
pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Gubernur melakukan evaluasi terhadap industr i  hasi l  hutan nrinimal sekal i  dalarn 3
(tiga) tahun.

(7) Persyaratan perizinan serta tata cara pelaksanaan cvaiuasi tcrhadap industr i  pengolahan
hasil hutan diatur dengan Keputusan Gubernur.



k. membawa alat-aiat  berat  dan atau alat-aiat  la innya yang lazim atau patut  d iduga akan
- l i - , , ^o lzo- , ,n tuk  mengangkut  has i l  hu tan  d i  da lam ka* 'asan hu tan ,  tanpa iz in  pe jabat\ l l B u i l d t \ d l  I  u l

yang berwenang;

l .  membawa alat-alat  yang iazim digunakan untuk menebang, meff lo long, ataLl  rnenrbeiah

pohon di  dalam karvasan hutan tanpa iz in pejabat ) 'ang benvenang;

pt .  membuang benda-benda yang dapat meny'ebabkan kebakaran atau kerusakan serta

membahay'akan keberadaan atau kelangsungan fungsi  hutan ke dalam ka* 'asan hutan;

n.  rnengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuhan dan satu 'a l iar  ) 'ang berasal  dar i

kawasan hutan tanpa iz in pejabat yang benvenang.

BAB VI

PENDIDII(AN DAN LATII. IAN, PIII .{ELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
SE,RTA PENYULUHAN I$,FIUTANAN

Pasal 24

( l )Sei iap perorarrgan atau badan hukum yang mendapat  iz in  pcrnanfaatan hutan dan
pengola i ran hasi l  hutan d i  Propins i  waj ib  melaksanakan pendid ikan dan la t ihan teknis ,
penyuiuhan, peneli t ian dan pengembangan terapan dalanr bidang kchutanan.

(?\  Grrhernrr r  menyediakan dukungan penyelenggaraan pendid ikan dar t  pe lat ihan teknis ,
\ ! /  

v

penyu luhan,  pene l i t ian  dan pengcnrbangan te rapan da lanr  b idang kc l tu tanar t .

T}AB V I I

INDUSTRI  PE,NGOLAI IT \N  DT\N PEREDARAN I IASIL  F IUTAN

R n g i a n  K e s a t u
I n d u s t r i  P c n g o l a h a n  I I a s i l  I I u t a n

Pasa l  25

( l )  Pengenda l ia r r  i ndus t r i  pcngo la i ran  i ras i l  i ru tan  bc r tu juan  un tuk

a.  meningkatkan n i la i  tanrbah hasi l  h t r tan;
h  n a n o o r r r l ^ r n  b a [ a n  b a k u  S c c a r a  c f i s i e n .L , / .  P u l r 6 6 u r  

r q q

(2 )  Indus t r i  pengo lahan  has i l  hu tan  scbaga imana d imaksud  da lam r i ' a t  ( l )pasa l  i n i ,  t c rc l i r i

dari  :

a ,  Industr i  pengolahan l ias i l  hutan kayu;

b.  Industr i  pengolahan hasi l  i ru tan bukan kayu,

(1)  Set ian nerrd i r ian atau per luasan industr i  pengolahan hasi l  hutan rva j ib  memi l ik i  iz in
\ J /  v v ! r q y  y - ^ . " ^

usaha industr i  atau izin pcrluasan dari pejabat yang benvenatrg sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

(4) Setiap pemegang izin industr i  pengolahan hasi l  hutan wajib menyusun Rencana Karya

Tahunan Pemenuhan Bahan Baku, Produksi dan Pemasaran, serta wajib di laporkan
kepada Gubernur.

(5) Setiap pemegang izin pcngolahan hasi l  hutan wajib memil iki  tanda daftar industr i  dari

pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Gubernur melakukan evaluasi tcrhadap industr i  hasi l  hutan minimal sekal i  dalam 3

(tiga) tahun.

(7) Persyaratan perizinan serta tata cara peiaksanaan evaluasi terhadap industri pengolahan

hasil hutan diatur dengan I(eputusan Gubernur.



I ) : rg ian I (cdun
I ' c r c r l t r a n  I I a s i l  I I u t n n

Pasal  26
( i )  Set iap pengangkl l tan,  penguasaan atau pemi l ikan hasi l  hutan rva j ib  c l i lengkapi  bersanra-sama dengan dokumen surat  kctcrar tgan sahnya hasi l  huran ) ,ang c l i terb i tkan o lehpejabat yang benvenang,

(2)  Dokumen surat  yang rva j ib  d i lengkapi  ber 'sania-sama dengan hasi l  l ruran yang d iangkut ,d i kuasa i  dan  d im i l i k i  sebaga in rana  d in raksud  cJa lam a i ,a r  ( l , )  pasa l  rn i ,  ada lah :
a '  Surat  Keterangan Sahnya i las i l  I iu tan (sKSI{ l { )  unruk hasi l  hut ; rn yang berasal  dar ihutan negara;

b' Surat Angkutan Tumbuhan dan Satr.va Liar (SATS) unruk tumbuhan dan satwa l iar;
c'  Surat Keterangan Asal Usul (sKAu) atau dokumen lain yang ditetapkan oleSMenter i  sebagai  dokumen legal i tas pengangkutan,  penguasaan atau pemi l ikan hasi lhutan produksi hutan hak.

(3) Setiap orang atau Badan l- lukum yang akan mengangkut hasi l  hutan yang berasal darihutan negara' di dalam dan atau ke luar * i tuyun propinsi wajib mengajukanpermohona. pengujian hasi l  hutan kepada petugas Dinas yangditunjuk.
(4) Terhadap permohonan pengujian hasi l  hutan sebagaimana dimaksud dalam ayar (2)pasal ini ,  petugas Dinas yang ditunjuk wajib melaksinakan :

a' pengujian terhadap keabsahan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
b' pengujian terhadap kebenaran ukuran f isik hasi l  hutan hasi l  dokumen suratketerangan sahnya hasil hutan;
c'  hasi l  pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dituangkan dalambentuk Berita Acara pengujian Hasi l  Hutan;
d' penerbitan Surat Keterangan Pengujian, apabila hasi l  pengujian sebagaimanadimaksud pada huruf c di atas dinyatatan teiah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
e' pengamanan hasi l  hutan yang t idak sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnyahasi l  h ' tan yang menyer ta inya untuk d iproses hukum lebih lan jut .

(5)  Ketentuan pengendal ian pcredaran hasi l  hutan d iatur  dengal  Keputusan Gubernur .

BAB V I I I

TATA I{UBUNGAN I(ERJA

Pasal27

Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengurusan hutan dan pembangunan kehutanan diPropinsi,  diatur dengan Keputusan Gubernur.

B11,Il IX

I . IUl -AN ADAT

Pasai  28
(l) Keberadazur iruran adar di rvirayah Baduy dan wilayah

menurut kenyataannya masyarakat hukurn adat nrasih ada
lain di Propinsi sepanjang

dan d iakui  keberadaannva.



( 2 )  M a s y a r a k a t  h u k u n r  a d a t  s c b a g a i r n a n a  d i n r a k s u d  d a l a r n  a y a t  ( l )  p l s l l  i r r i ,  b c r h a k  :

a .  me lakukan pemungutan has i l  hu tan  un tuk  pentcnuhan kebutuhan h idup sehar i - l ta r i

masyarakat adat yang bersangkutan;

b .  me lakukan keg ia tan  pengc lo laan hu tan  berdasarkan hukum adat  yang bcr laku ;

c.  mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kcsej  ahteraan.

BAB X

P EITAN S DRTA MASYARAKAT

Pasal  29

(l) Masyarakat berhak menikmati kual i tas l ingkungan hidup yang dihasi lkan hutan,

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l)  pasal ini ,  masyarakat dapat :

a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

b, mengetahui rcncana penrntukan hutan, pcmanfaatan hasi l  l tutan dan informasi
kehutanan;

c, memberi informasi, saran, serta pert imbangan dalam pembangunan kehutanan;

d, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kchutanan baik
langsung maupun t idak langsung.

(3) Dalam melaksanakan rchabil i tasi hutan, masyarakat berhak n' 'endapat pembinaan,
pelayanan dan dukungan dari lembaga swadaya masyarakat atau pihak lain.

(4) Gubernur dan Pemangku Karvasan rvaj ib mendorong peran serta ntasyarakat melalui
berbagai kegiatan di bidang kchutanan yang berdaya guna dan berhasi i  guna.

(5) Masyarakat berkervaj iban untuk ikut serta mcmelihara dan menjaga kawasan hutan dari
gangguan dan pengrusakan.

(6) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwaki lan ke pengadilan dan atau

melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan

masyarakat.
- (7) Gubernur dapat bert indak untuk kepcntingan masyarakat terhadap kegiatan yang

rnengakibatkan pcnccmaran dan atau kcrusakan hutan scdcrn ik ian rupa schingga

mempengaruhi kehidupan masyarakat,

(8) Gugatan perwaki lan terhadap pelaksanaan tanggung jawab pcngelolaan hutan dapat
d i lakukan o leh organisasi  b idang kchutanan yang sah'

BAB XI

PEMBINAAN, P[ ,NGENDi\LIAN DAN PENGA\\ /ASAN

Pasal  30

Untuk menjamin tert ibnya penyelenggaraan pengurusan hutan, Gubernur melakukarr

pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yal lg

d i laksanakan o leh p ihak ket iga dan atau Pemangku Kawasan.

Pasal  3 I

Penrb inaan sebagaimana c i imaksud pada Pasal  30 Peraturan Daerah in i ,  nrc l ipr r t i
^ , ' . t ' r h e r i a n
H v r r r v v r  r s r r  r

a.  pedoman;
b.  b imbingan;
c.  pe lat ihan;
d. arahan;
e,  superv is i .



Pasal  32
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 peraturan Daerah ini,  meliputikegiatan :
a, monitoring;

b.  evaluasi ;
c .  t indak lan iut .

I ] A B  X I I I

I ( I i 'T I iNTUAN PI  DANA

BAB XI I

PtrNYIDIKAN

Pasa l  33
( l )  Sela in Pejabat  Penyid ik  Kepol is ian Republ ik  Indonesia,  pejabar  penyid ik  pegawai

Neger i  S ip i l  (PPNS) d i  l ingkungan Pcmer intah nropins i  d iber i  , r . * .nung khusussebagai  Penyid ik  untuk mclakukan penyid ikan t indak p idana d ib idang rc t r ibus i  daeraSsebagaimana d imaksud dalanr  Unding-undang Nonroi  8  Tai run lgg l  tenrang HukunrAcara Pidana,
(2)  wewenang Pejabat  Penyid ik  Pcgarvai  Neger i  S ip i l  (PpNS) yang d i tun juk sebagaimanad imaksud  da lam ayar  ( l )pasa l  i n i ,  ada lah l

a' menerima, mencari '  mengumpulkan dan meneli t i  keterangan atau laporan berkenaandengan t indak pidana di bidang retr ibusi daerah ugur" keterangan atau Iaporantersebur  menjadi  lengkap dan je las;
h  r n e n o l i t iv'  r r rsrrsrrrr '  mencar i  dan m3ngumpuikan keterangan mengenai orang pr ibadi  ataubadan ten tang kebenaran perbu i tan  yang d i la [ukan sJhubungan dengan t i ' dakpidana retr ibusi  daerah;
c '  meminta keterangan dan atau bahan bukt i  dar i  orang pr ibadi  atau badan sehubungan

dengan t indak pidana di  b idang retr ibusi  daerah;
d'  memeriksa buku-buku'  catatan dan dokurnen-dokumen la in berkenaan dengant indak pidana di  b idang retr ibusi  daerah;
c '  me lakukan pengge ledahan un tuk  mendapatkan bahan-bahan buk t i  pembukuan,

pe l l ca ta tan  dan dokurnen-dokuntcn  la in  ser ta  me lakukan peny i taan te rhadap bahanbukt i  te rsebur .
f '  n renr i t l ta  bantuan tenaga ah l i  da lam rangka pe laksanaan tugas  pcny id ikan t indakp idana d i  b idang rc t r ibus i  c lacrah ;
g '  n lenyur t th  bcrhcnt i  dan a tau  mc larar lg  scscorang men ingga lkan ruang a tau  tc r . lpa tpada saat  pcmer iksaan scdang bcr langsung dan menrer iks l  iden t i tas  o iong dan a taudokumen yang d ibarva  sebaga imana d lma[sud pada huru f  e ;
h '  memot rc t  scscorang yang berka i tan  dcngan t inc lak  p idana rc t r ibus i  daerah;
i '  n t e m a n g g i l  s e s c o r a n g  y a n g  b c r k a i t a n  d c n g a n  t i n d a k  p i d a n a  r c r r i h u s i  d a e r a h ;
j '  m e n g l i c n r i k a n  p e n y , i c l i k a n ;
k '  n r c l a k u k a n  t i n d a k a n  I a i n  ) ' a n g  p c r l u  u n t u k  k c l a n c a r a n  p c n 1 , r < j r k a '  t i ' c t a k  p i d a ' a  d ib idang re t r ibus i  daera i r  rnenuru t  i rukum yang dapat  d iper ranggung jarvabkan.

( l )  P e n y i d i k  P e g a w a i  N e g e r i  S i p i l  ( P P N S )  s e b a g a i m a n a  d i n r a k s u d  d a l a m  a y a r  ( l )  p a s a l  i n i ,t t lenrber i tahr ' rkan  d i rnu la inya  pcny id ikan don nrcnyampaikan has i !  pcny id ikannya
kepada Pet tun tu t  Untu tn  scsua i  kc tcn tuan pera turan  pcrundang-unda 'gan yang ber laku .

Pasa l  34

( l )  I )arang s iapa nre langgar  kctcntuan scbagai r 'ana
Daerah ini diancam pidana Kurungan paring lar 'a
banyaknya Rp.5.000.000,00 ( l ime ju ta rupia[ ) .

d inraksud pada Pasal  2 j  pcraturan
3 ( t iga)  bulan atau denda sebanvak-



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Selain diancam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pasal ini, tindak

pidana yang menyebabkan kerusakan hutan juga dikenakan denda dan ancaman pidana

iesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KtrTINTUAN PENUTUP

Pasal  35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur lebih ianjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 B De senber 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

FI.  D. MUNANDAIT

Diundangkarr di Serarrg
pada tanggal 19 Deeember 2OO2

SBKRETARIS DAERAH
PAOPINSI BANTEN,

ttd

Drs.  H.  CHAERON MUCHSIN
Pcmbina  U tama Mudn

N I P .  0 1 0  0 s 7  3 4 8

LEMBARAN DAERAII PROPNSI BANTEN TAHUN 2OO2 NOMOR ...59

SERI  :  . . I . .
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PENGUITUSi \N  I IUTAN

I. UMUI\{

I ' l u t a n s e b a g a i k a r u n i a d a n a m a n a l r T u l r a n Y a n g M a h a E s a i , r n g d i a n u g e r a N t a n

kepada barrgsa Indonesia merupakan kekayaan aram yang tak terni lai  harganya. Karunia

yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan

d i m a n f a a t k a n d e n g a n a k h l a k m u l i a b e r l a n d a s k a n i m a n d a n t a q w a d a l a m r a n g k a

beribadah, sebagai penvujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa'

l lutan sebagai modal pembangunan memil iki  manfaat nyata bagi kehidupan

dan penghidupan baik manfaat ekologi,  sosial budaya maupun ekonomi' secara

seimbang dan dinamis. Untuk i tu hutan harus diurus dan dikelola, di l indungi dan

dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi

sekarang maupun yang akan mendatang'

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan,

hutan telah memberikan manfaat '  yang besar bagi umat manusia' oleh karena i tu harus

di jaga kerestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeinrbang

lingkungan sehingga keterkaitannya antara satu kegiatan dengan kegitan lainnya sangat

je lasdukunga .nnya ,Un tukmen jaga te rpenuh inyakese imbangan l ingkungan 'n ian faa t

sosial budaya dan manfaat ekonomi, Pemerintah Daerah menunjuk dan

n.rempertaSankan kecukupan luas kawasan hutan dalam Daerah Aliran Sungai dan atau

pulau dengan sebara l t  ya l lg  propors ional '

Daiam rangka men.rperoleh nianfaat yang optinral dari  hutan dan kawasan hutarr

bagi kesejahteraarr nlasyarakat, nlaka pada prinsipnya scnlun l tutatt  dan kawasatt l tutan

dapat  d i rnarr faatkan dengan tetap mcmpcrhat ikan s i fa t ,  karakrer is t ik  darr  kerentanannya,

,.r ,0 t idak dibcrrarkan nrcngubah fungsi pokok.ya. penrarrfaatarr hutan dan kawasatt

l iu tarr  harus d ises 'a ikan dcngan fungsi  pokoknya yai tu  fungsi  konscrvasi ,  l indu 'g darr

produksi .

Set iap orang atau badan Hukum yang memi l ik i  i j i r r  usaha d i  b idang Kehutanan'

wajib bekerja sama dan nrendorong penrberdayaal ' l  masyarakat sekitar hutan sehingga

tercipta kelembagaan masyarakat sekitar hutan yang tangguh' ma'dir i  dan profesiopal

sehingga setara dengan pelaku ekonomi lainnya' 
,  '

pengelolaan kawasan hutan ci i  Propinsi Banten di laksanakan oleh BUMN

kehuta.an yaitu pr. perhutani (persero) untuk hutan produksi dan hutan l indung, serta

uPT Departemen Kehutanan untuk Kawasan Hutan Konservasi '

Seia lan c lcngan peraturan perundang-undapgan yang ber laku tentang

'eureri ' taharr DaeraS, .raka pelaksanaan sebagian pcngtlrLlsal l  l t t t tatt  yal lg bcrsifat

- operasional di laksanakan olelt  Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota'



Pelaksanaan pengurusan hu tan  o lch  Pcrner in tah  Dacra i r  dnvu judkan dcr rgan

mengkoord inas ikan keg ia tan  kehutanan d i  Prop ins i  yang d i laksanakan o lch  Penrer in ta l r

Daerair ,  Kabupaten/Kota maupun para pihak yang dibe r ikan kervenangan untuk

nlengur l ls  l tutan dan ka'nvasan hutan scsuai  dengan ketentuan yang ber laku ternrasuk

masyarakat secara luas.

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai  tu juan dan sasaran yang
: - ^ : ^  J : ^ ^ ^ ^ :urBi l r  urudp( l r ,  ntAka Pemerintah Daerah sesuai  dengan kervenangannya waj ib

melakukal t  pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta

dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun t idak

lerrosrrr ' ro celr inoga masyarakat dapat mengetahui  rencana peruntukkan hutan darr" ' ^ " " b

pemanfaatan hasi l  hutan.

Untuk menjamin status,  fungsi ,  kondis i  hutan dan kawasan hutan di lakukan

upaya per l indungan hutan yai tu mencegah dan membatasi  kerusakan hutan yang

disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kabakaran hutan, daya-daya alanr,  hama

dan penyaki t .  Termasuk dalam pengert ian per l indungan hutarr  adalah mempertahankan

dan menjaga hak-hak negara,  masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan

hasi l  hutan serta investasi  dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan,

I I .  PASAL DE,MI  PASAL

P a s a l  I  :  C u k u p J e l a s

Pasa l  2  Aya t  ( l )  :  Cukup  Je las

Ayat  (2)  :  Cukup Jelas

Pasa l  3  Aya t  ( l )  :  Cukup  Je las

Ayat  (2)  :  Cukup Jelas

Ayat (3) :  Peta kehutanan adalah peta yang menginforrr iasikan tenra-
tema kehutanan antara la in  fungsi  hutan,  penutupan hutarr ,
un i t  pengelo laan hutan.
Peta kehutanan dibuat dengan menggunakan peta dasar yang
antara la in  memuat  in fornras i  tentang gar is  panta i ,  sungai ,
ja lan,  kondis i  topograf i  dan batas adminis t ras i  pemer intahan,

Peta kchutanan d isa j ikan dcngan t ingkat  kctc l i t ian untuk :

a .  t i ngka t  P rop ins i  m in ima l  ska la  I  :  250 .000

b.  t ingkar  Kabupaten/Kota min imal  skala I  :  100.000

c.  t ingkat  Daerah Al i ran Sungai  nr i r r inra l  skala l :  250.000

d.  t ingkat  uni t  pengelo laan nr in i rnal  skala I  :  50.000

Penetapan skala peta didasarkan pada kedalaman jnfornrasi

yang akan disaj ikan, luas kawasan dan ketersediaan peta

dasar pada wilayah dimaksud.

Data numerik adalah data yang disaj ikan dalanr bentuk
angka ientang hutan dan kehutanan.



Pasal  4 A r r r t  / l \
r  \ J  L . !  

\  
r  

/ I- lasi l  inventarisasi hutan meliputi  data dan inforntasi antara
l e i n  t e n t r n or ( r l r t  r v r r r g r r b .

a,  Status,  penggunaan dan penutupan lahan;

b, Jenis tairah, kelerengan lapangan/topografi ;

c .  I k l im ;

d.  Hidro logi ,  bentang a lam dan geja la-geja la a lam

c. Jenis, potensi dan sebaran f lora;

f.  Jenis, populasi dan habitat fauna;

g,  Kondis i  sos ia l ,  ekonomi,  budaya t t t i lsyarakat ;

h,  Kondis i  sunlber  daya ntanusia dan dcmograf i ;

Yang d imaksud dengan t ingkat  wi layah adalah wi layah

administrasi propinsi dan Kabupaten/Kota.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Tingkat  wi layah adalah t ingkat  propins i .

Penyelenggaraan invcntar isas i  hutan t ingkat  Propins i

d i lakukan dengan menggunakan teknologi  penginderaan
jauh sepert i  potret udara, ci tra satel i t  dan radar, serta secara

terestr i  s.

I- lasi l  inventarisasi hutan t ingkat propinsi nrentuat informasi

dcskr ip t i f ,  data numer ik ,  dan atau peta skala min imal  I  :

2  5 0 . 0 0 0 .

inventar isas i  hutan t ingkat  wi layai r  (Propins i )  dapat

d i lakukan kurang dar i  5  ( l in ta)  tahun apabi la  ada perubahan

kondis i  sumber da1'a hutan yang nyata.

Inventar isas i  hutan t ingkat  DAS yal ' ig ,  w ' i layahnya bcrada

cla lam Kabupaten/Kota d ise lenggarakat t  o le  h Bupat i /

Wal ikota scternpat .

I {encana pengelo laar t  hutan pada DAS disusun berdasarkan

hasi l  invcntar isas i  l tu tan t ingkat  Dr \ l j

Inventarisasi hutan t ingkat DAS dapat di lakukan kurang dari

5 ( l ima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya

hutan yang nyata.

Yang d inraksud uni t  pengclo laan ac ia lah kesatuan

pengelolaan hutan terkeci l  sesuai l lngsi pokok dan

peruntukkannya, yang dapat ci ikelola sccara ef isien dan

lestari ,  antara lain Kesatuan Pengelo!aan Hutan Lindung

(KPI-iL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP),

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan

Pengelolaan l-lutan Kentasyarakatan (KPI-IKM), Kesatuan

I 'engelolaan Hutan Adat (KPHA), dan Kesatuan Pengelolaan

Daerah Al i ran Sungai  (KPDAS).

Ayat  (2 )

Ayat

Ayat

Pasa l  5

Pasa l  6  Ayat

Ayat  (2 )

P a s a l  7  A 1 ' a t  ( i )

Ayat  (2 )

Ayat  (3 )

Pasa l  8  Aya t  ( l )

(3  )

(4 )

( l )



A y a t  ( l )

A.ya t  (3 )

Ayat  (a)

P a s a l  9  A y ' a t  ( 1 )

Ayat  (2 )

P a s a l  1 0  A y a t  ( l )

, \ f  a t  (2 )

A1 'a t  (3 )

P a s a l  1 1  A y a t 1 1 )

Ayat (2)

Ayat (3)

Pcnge lo la  ada lah  o rang ,  bada r r  l t t r k t t t t l  a t i t L l  l l i hak  t c r t c l l t L l

yang  d ibe r i kan  kewc r tanga t t  t t t t t t t k  l l l c l ' l g c l o l a  h t r t a t r  scsua i

pc ra tu ran  pc ru t t da r tg - t r r r c l a r t ga l l  ya l lS  bc r  l i r k r r '

I r rventar isas i  hu! .arr  t ingkat  u l l i t  pct rgc lo laarr  dapat  d i lakukap

kurang dar i  5  ( l ima)  tahtr t t  apabi la  ada l lc r t rbaharr  kopdis i

sumbcr daya hutat t  Yang l lyata.

Blok operas ional  adalaf i  bagian dar i  up i t  pengelo laan,  dan

merupakan unit manajemen pcngelolaan hutan yang

di I aksanakan setiaP tahun.

Rencana kegiatan tahunan Pflda setiap blok operasional unit

pcngclo l0nn c l isusun bcrc lasarkan hasi l  i t tvct t tar isas i  ya l lg

di laksanakan setiaP taltun'

Rencana Tata Ruang wi layah adalah Rcncana Tata Ruang

wi layah Propins i  dan Rcncana l -a ta Rtrang wi la l 'ah

Kabupatcn/Kota.

Cukup  Jc las

C u k u p  J c l a s

Cuk t rp  Jc las

Pcrnangku karvasan ac la lah p i i rak yang d iber ikan

kc\vcnangan untuk mcngelo la k l l$ 'asan hutan produksi  dar l

l . , r l o n  l i t . . l t t t r o
l l L l l d r l  l l l l u \ . r r b .

:  Cukup  Je las

: Pcdonran penyclenggaraan tata batas hutan, rckonstruksi,

dan penataan batas n' lemuat garis-garis besar mengenai

prosedur dan tata kerja penataan batas dan pemetaan

kawasan hutan meliPuti :

a. Pembuatan rencana kerja, penyusunan trayek batas,

pelaksanaan penataan batas, pemctaan kawasan hutan

serra pembuatan, pendistr ibusian, pcnyinrpanan dan

pemeliharaan dokumen penataan batas dan

pemetaankawasan hutan.

b. Pengawasan dan Pembinaan'
c. Pelaporan.

b. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas.

c. orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan.

: Panitia Tata Batas terdiri dari unsur-unsur terkait termasuk

dari kabuPaten / kota.

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan antara lain bertu.gas :

a. Melakukan persiapan pelaksanaan penataall batas dan

pekerjaan pelaksanaan di lapangan'

b. Menyeiesaikan ntasalah-masalah :

l .  hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayck batas;

2. hak-hak atas Iaharvtanah di dalam kawasan hutan.

c. Memantau pekerjaan dan memeriksa hasi l-hasi l



Pasal

Pasal

Pasa l  14

Pasal I  5

Ayat  (1)

t2

l 3  A y a t  (  1 )

Ayat (2)

Aya t  (  1 )

Ayat (2)

Aya t  (  1 )

pelaksanaan peker jaan tata baras c l i  lapangan.
d.  Membuat  dan menandatangani  L lcr i ta  Acara l 'a ta Batas

dan Peta Tata Batas Kawasan I Iu tan.

Bcrita Acara Tata Batas Karvasan Hutarr adalah Berita
Acara Tentang l{asi l  penataan kawasan hutan yang disusun
oleh Pani t ia  Tata Batas dcngan c l i larnpi r i  Bcr i ta  Acara
Pcngakuan I ' lasi l  I)cnrbuar,an 13atas, notulcn rapar-rapat
Panit ia Tata Batas, dan surat-surat bukti  lainnya yang
berkaitan dengan kawasan hutan.
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Dewan Penvaki lan Rakyat Daerah adalah Dewan perwaki lan
Rakyat Daerah Propinsi Bantcn dan Dewan perwaki lan
Rakyat Daerah Kabupaten / Kota setentpat.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pemangku kawasan adalah pihak yang diberikan
kewenangan untuk mengelola kawasan hutan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Dengan mempert imbangkan bahwa propinsi Banten
sebagian besar wilayahnya mempunyai curah dan intensitas
hujan yang t inggi, sena mempunyai konfigurasi daratan
yang bergelombang, berbukit,  dan bergunung yang peka
akan gangguan keseimbangan tata air sepert i  banj ir ,  erosi,
sedirnentasi,  serta kekurangan air,  maka ditetapkan luas
kawasan hutan dalam set iap DAs dan arau pulau rn in inra l  30
o/o dari luas daratan dengan seb'ara' ) ,ang proporsional.

I ) cnc l i t i an ' l ' c rpadu  d ise lenggarakarn  o lc l r  T im Independen
yang d i tc tapkan o leh N, lcntcr i  a tas rekonrcndasi  dar i
Gubcrnur ,  yang bcranggotakan unsLrr  instansi / lembaga
pcnrer in tah dan lcnrbaga masvarakat  ,vang mempunyai
kompetensi  dan otor i tas i lmiah cr iserra i  p ihak-p ihak terkai t
n re l ipu t i  :
a .  Le  n rbaga  penc l i t i an ;
b.  I -crnbaga ) /ang t 'ncnangi l r r i  l ingkung,an ! r ic lup;
c.  Lernbaga pcrcncana penrbangunan prov ins i ,  Kabupatcn/

Ko ta ;
d.  Instansi / lenrbaga terkai t  la innya d i  I )usat  dan Daerah

Propinsi,  Kabupaten/Kota;
Yang termasuk lernbaga pencl i t ian antara la in  Lembaga I lmu
Pcngctahuan Indonesia (LI I ' } l ) ,  Pcrguruan ' r ' inggi ,  

dan Badan

Ayat (2)

Ayat  (3)

Ayat  (4)

r \y 'a l  (5  )



P a s a l  1 6  A y a t  ( l )

A1,at  (2)

Pasal  i  7

Pasal  l8  A; 'a t

A y a t

Ayat  (3 )

Pasa l  19  Aya t  (  l )

Ayat (2)

Pasal 20 Ayat ( I  )

Ayat (2)

Ayat  (3)

P a s a l  2 i  A y a t  ( 1 )

Ayat  (2)

Ayat  (3)

Ayat (4)

Aya t  (5 )

Ayat  (6)

Pasa l  22  Aya t  (  1 )

Ayat  (2)

Ayat  (3)

Ayat (4)

Pasal  23

Pasal24 Ayat  ( I )

Ayat (2)

Pasa l  25  Aya t

r \ y d L

Ayat

( l )

(2)

Pcncl i t ian dan Pcngcrr rbangar i

Cukup Jelas

Cukup Jc las

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup ic las

Cukup Jelas

Cukup Jc las

Cukup  Jc las

-  I lu tan Cagar Alam adalah karvasan suaka a lam yang
karcrra kcadaan a lamnya mempun) 'a i  kekhasan tumbuhan
dan atau sat \va scr ta ekosis ternny 'a,  ) 'ang pcr lu  d i l indungi

dan pcrkcrnbangannya bcr lanS,sur)g sccara a lanrr .
-  Karvasan Nasional  adalah kawasan pelestar ian a lam yang

mcmpunyai  ekosis tcm asl i ,  d ike lo la dengan s is tem zonasi
yang dirnanfaatkan untuk tujuan peneli t ian, i lmu
pengetahuan,  pendid ikan,  menunjang budi  daya,
parirvisata dan rekeasi alanr.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup  Je las

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jeias

Cukup  Je las

Cukup  Je las

Pcjabat  yang bcrwcnarrg adalah pc labat  yang berwenang
r lenge luarkan  i j i n  scbaga in rana  d ia tu r  da la rn  PP No.  34
Tahun 2002 tcntang Tata I - l i r tan c lan Pcny 'usunan Rcncana
Pengelo laan I - lu tan,  Pcrnarr faatarr  l - ( t r tan darr  Penggurraan
Karvasan i - lu tan.

i l )  :

(2)  :

( 3 )  :



Ayat (4)

Ayat  (5)

Ayat  (6)

Aya t  (7 )

Pasa l  26  Aya t  ( i )

Ayat  (2)

Aya t  (3 )

Rencana Karya Tahunan adalah rencal la yang memuat

rencana pemenuhan bahan baku, rencana produksi dan

pemasaran hasi l  produksi industr i  pcngolal ian hasi l  hutan

)'ang disusun setiap tahtrn.

Pcjabat yang benvenang adalah pejabat yang berwenang

mcngeluarkan i j in sebagaimana diatur dalam PP No. 34

Talrun 2002 tentang Tata Hutan dan Pertyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan I{utan dan Penggunaan

Karvasan Hutan.

Cukup Jelas

Cukup Jc las

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan

kervenangan untuk menerbi tkan SKSHH, SATS atau SKAU.

Cukup Jelas

Petugas Dinas yang d i tun juk adalan PNS pada Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Bantcn yang diberikan

kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengujian

Hasil  Hutan.

huruf a, b dan c Cukup Jelas

huruf d :  Surat Keterangan Pengujian Hasi l  I{utan adalah

surat keterangan yang diberikan kepada

pemohon apabila hasi l  pengujian terhadap

dokumen dan f isik hasi l  hutan dinyatakan benar.

huruf e Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Masyarakat  hukum adat  d iakui  keberadaannya j ika menurut

keadannya memenuhi  unsur  antara la in  :

a .  masl 'arakatnya ntas ih dalanr  bcntuk paguyubarr

(r e c h ts g e nr e e t t s c h a p Y,
b.  ada kelentbagaan dalanr  berr tuk pcrangkat  penguasa

adatnya;
c ada wi layah hukum adat  Yang jc ias;

d.  ada pranata dan perangkat  hukum, f :hususnya peradi lan

adat  yang rnasih d i taat i ;  dan

c.  rnasih nrcngadakat t  penlungutat t  has i l  l ru tan d i  wi layah

huiap seki tarnya untuk pcntet tu l tar t  kebutu l tan I idup

schar i -ha r i ,

Cukup  Je las

Cukup  Je las

Cukup  Jc las

Cu! , :up Jc las

Ayat (4)

Ayat  (5)

Pasal  27

Pasa l  28  Aya t  ( l )

Ayat  (2 )

A y a t  (  l )

Ayat  (2 )

A y a t  ( 3 )

Pasal  29



Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

Ayat (7)

Aya t  (8 )

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Organisasi  b idang kel tu tanan yang bcrhak mengajukan

gugatan perwaki lan harus lnet t ret tu l t i  pcrsyaratat t  '

a ,  bcrbcntuk badan hukum,

b.  organisasi  tersebut  dalam anggaral l  dasarnya dengart

t e g a s m e n y e b u t k a n t u j u a n d i d i r i k a n n y a o r g a n i s a s i r ' r n t u k
kepentingan fungsi pelestarian hutan' dan

c.  te lah melaksanakan kegiatan sesuai  dengan anggaran

dasarnYa.

Cukup Jeias

a. Pernberian pedoman ditujukan tcrhadap penyelenggaraan

pengelolaan hutan oleh pihak ketiga dan atau Pemangku

Kawasan.

b . P e r n b e r i a n b i m b i n g a n b e r u p a b i r r r b i n g a n p e n y u s u l l a l l
prosedur dan tata kerja'

^  Pprnher ian nelat ihan d i tu jukan
l - .  L  u l l l v v r r q ^ r  r

terhadap sumber daYa

aparatur.
d. Pemberian arahan rtrencakup penyLlsunan rencal la'

program dan pelaksar laal l  kegiatan pengelo laan l tu tan '

e . S u p e r v i s i m e r r c a k u p p e l a k s a r r a a n k c g i a t a r r p e n r a n f a a t a t t

hutan dan penggunaan kawasan hutan yang d i laksanakan

oleh Pihak ket iga '

i  3 .  Kegiatan moni tor ing adalah kegiatan untuk memperoleh

data dan infornrasi,  kebi jakan dan pelaksanaan

pengelolaan hutan'

b . K e g i a t a n e v a l u a s i a d a l a l r k e g i a t a n r ' t n t u k n r e n i l a i
keberhasi lan pelaksanaan pcrrgelo laan hutan lestar i

d i la ! :ukan secara Per iodik '

c ' K e g i a t a n t i n d a k l a n j u t n . l c r u p a k a n t i n d a k l a n j u t h a s i l
r r ron i to r ingdaneva l r ras igunapenyc l r . l pL l rnaankcb i jakan
dqn pc laksanaan pengelo laan l tu tat t '

:  Crrkup Jeias

:  CukuP Je las

:  CukuP Jelas

:  CukuP Jelas

:  CukuP Jelas

: CukuP Jclas

:  CukuP Jelas

:  CukuP Jelas

r  a n
r A S A I  J U

Pasai  3 1

Pasa l  32

P a s a l  j j

t  a A

l 'asa l  J  +

A y a t  (  l )

Aya t  (2 )

Ay 'at  (3)

A y a t  (  I )

Avat (2)

Ayat (3)

Pasal 3 5

Pasal  36


